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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentasng 
Peneta pan Undang-Undang Darurat Nomo 3 TAhun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ff di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diu bah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II TaAbalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat Il di Kalimantan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 5l,  Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756), 

Undang-Undang Normor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355, 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438] 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578], 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembina.an dan Pengawasan Penelenggaraan 
Peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republie 
Indonesia Tahun 2017 Nomor ', Tam baha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia [otnor 6041] 

- 
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MEMUTUSKAN. 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BLAYA 
KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA 
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 
2019. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Dae rah adalah Kota Pontianak. 

diks 
lain 

• 
Biaya, 
Hasil 

it rbitknun, 

disingkat PKPT 
oleh Waikota, 

pelaksanaan 

Inspektorat untuk 
dau rah dan 

untuk menjamin agar 
ai dengan 

unsur pembantu 
Urusan Pemerintahan 

yang selanjutnya 
biaya yang digunakan 

pembinaan dan 
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sebagai , 2 pen enntah Daerah a«datah Kepta paerh unur p"""_""""" 
pe rintahan Dae rah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pu mer in  
yang  menjadi  kewenangan  Kota  Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

4. Inspe k tor at  adalah  Inspektu rat Kota Pontianak. 

5. St , at. dari suatu barang dan jasa 
yang diperlukan untuk 

p yusunan dokumen 

ber ba sis  kinerja.  



AB I 
MAKSUD, TU.JUAN DAN RUANG LINGKUp 

Pasad 2 

keud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah ebagat kerangka acu.an 
a hmpektorat dadamn penyusu nan, pelaksanaan dan pengendaian encana 
Kerja dan Angsaran Tahun Anggaran 2019 

Pa#al 3 

Tujun disusunny Peraturan Wahikota ini adalah mewujudkan relevansi dan 
kewaaran antara alokasi aggarn dengan keluaran dani hasil kega tan 
perbinaan dan pengawasan yang direncanakan 

Pasal 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini 

kriteria kegatan pengawasarn, 
b. tugas pembinaan dan pengawasan; 
e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; 
d standar biaya khusus, 
e ketentuan perahihan; dan 
t ketentuan penutup 

BAB III 
A KEOIATAN PENGAWASAN 

• 
untuk ditetapkan dalam 
sebagai berikut 

tem porer, 
dan terukur berupa Laporan 

dan Laporan Hasil 
Pe iksaan, 
fungsi Inspektorat; 
au ·a es 

oleh Inspektorat 

umum dalam rangka 

tugas 
di da rah 

berin 



Pasad T 

Tugas pengawasan se bagamana dimnak sud dalarn pawl 6 ayat (I] beru pa 
egiatan pengawasan sesua kebijak.an pengawasan penyelengar soar 
peerintahan Daerah, yang meliputi 
% kegiatan peningkatan kapa bitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

mehpul 
bimbingan teknis pemeniksaan investigatif, 

2bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity 
advice], dan 

3. bimbngan teknis penerapan sistem manaemen reso 
b. kegiatan asistensi/ pendampingan, meliputi 

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, 
2. pengadaan barang dan jasa 
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, 

4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan 
Daerah, dan 

imans 

r 

Negara/Laporan Harta 

Dae rah Pencegahan dan 

Sistem Pengendalian Intern 

Ji put: 

Pemeniksa Keuangan, 
Internal Pemerintah, 

5. kegiatan asistensi lainnya 
kegiatan reviu, mehiputi 

reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
2 reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
5. reviu Laporan Kinerja 
6. reviu Penyerapan Anggaran; 
7 reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
8. kegiatan reviu lainnya. 

d. kegiatan monitoring dan e 

1. tindak lanjut 
2. tindak 

3. dana 

4. aksi 

5. pen 
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11. 
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Internal Aparat egiatan peningkatan kapabilitas 
pemerintah, 

kegiatan asstensi /pendampingan; 
kegatan revu, 

kegiatan momtoring dan evaluasi; dan 
kegiatan pemeniksaan 

• 

b 

¢ 

d 

e 

(3) Kegiatan pemeniksaan Non PKPT seperti pemeriksaan Pemeriksaan 
Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Monitoring, sesuai sifatnva 
tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah see%% 
rutin setiap tahun 

yang 

yang 
pengawasan/pemeriksan 

Pemeriksaan atau pejabat 

(4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan 
administrasi sebagai benikut 
a. mengajukan program kerja 

ditandatangani oleh Supervisi 
mewakili, dan 

b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur 
atau pejabat yang mewakili 

(5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang 
ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili 

(I) Inspektr 
Perin 

(I 

dapat menerbitkan 2 (dua) Surat 
kepada Tim Pemeriksa. 

dimaksud pada ayat (l) 

sejenis yaitu pemeriksaan 
PKPT; dan/atau 

dimaksud dalam Pasal 8 
Tim Pemeniksa dan waktu 

ksud pada ayat (I), terdiri 

pada ayat (l), 

ya, jumlah hari 

yang dibayarkan 
Surat Perintah 

kegiatan 
kegiatan 



peer bitan laporan hail per rik n uad den«an renen "{Laun dam rr. r 

e2 Surat Perintah Tugs per erikaan yang dun dikeluran apa.btla Surat 
perintah Tugas yang per tama sudah ·le u waktunya. 

(3) surat Perintah Tugas pe ·rile an yang kw tign akn die tu u rk n  a  pa  boil  
la  px  ran  hasil  pe  riksun untuk Surat Perintah Tugas yang pert 
tela.h di seles ikan ,  dan  demikian  juga  untuk  Surat Perintah Ttug 
berikutnya 

BAB VI 
STANDAR BIAYA KHU8US 

Pasad 12 

(2) huruf e dapat 
Pe aerintahan 
atau Auditor 

d secara ex officie 
dali teknis • 

pada ayat (2) huruf a 
• 17 

(I) Prinsip dalam penetapan Stan da r  Biaya  Khusus 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Standar Biaya Khusus diberikan k sp  da  Wakil Waikota, Peja bat  dan  Staf  
Inspektorat yang terdiri dari: 
a. pengarah pernerikscan; 
b. penanggung jawab pemeriks an; 
c. wakil penanggung jawab pe nerik an; 

d. supervisi/ penge ndali teknis per erik an; 
e. ketua tim pemeriksa; dan 
f. anggota/staf 

(3) P garah 

(7) Keta 

ti ja ba t  
yang  

yang  

Ill  



BABVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1 

pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wahikota 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan 
Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan 
dinvatakan tidak berlaku 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pontianak 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal z2 Januari 2019 

7WALIKOTA PONTIANAK., # 

2 '  EDI RUSDI KA 

Diundangkan di Pontian 
pada tanggal z Janua 

YSEKRETARIS OAERA 

MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 4 

NO 



PERA'TURAN WALAKOTA PONTIANAK ...... 
NOMOR L TAHUN 2019 
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA 
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019 

NO URAIAN PELAKSANA SATUAN TANDAR BIAYA KETERANGAN 
I 2 3 4 5 6 
1 Pengarah, faslitasi, pengendalian, pengkoordinasian, Pengarah Orang/ bulan Rp 8.000.000,00 

pembinaan teknis, pengusutan, pengupan terhadap 
Penanggungiawab dan Wakil Penanggungiawab atas 

[Pelaksnaan an 

2[Fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan Pernanggngiawab Orang/ bulan Rp 7400.000.00 
teknis, pengusutan, pengujian dan bertanggung 
at.as pelaksana.an kegiatan pemeriksaan 

3 Merbantu fasilitasi, pngendalian, pengkoordinasian ,]Wakil Penanggngjawab Orang/ bulan Rp 5.900.000,00 pembinan telenis, pengusur tan dan pengore ksian 
pelaksanaan kegatan pemeriksaan 

• • egiatan peningatan kapabihitas APIP; Supervisi/ Pengendali Orang/hari Rp 400.000.00 
Teknis 

b Kegatan asistensi/pendampingan; Ketua Tim Golongan Iv Orang/ hari Rp 350.000.00 
¢ Kegiatan neviu, Ketua Tim Golongan III Orang/ hari Rp 335.000,00 
d Kegiatan monitoring dan evaluasi; dan Angsota Tim Oolongan IV Orang/ hari Rp 325.000,00 
e Kegpatan pemeriksaan, (Funggsional/Struktural) 

Aggota Tim Golongan DIE Orang/ hari Rp 300.000.00 
(Fungsiona/Strukturaly 

Ang&ota Tim/ Staf Orang/hari Rp 235.000,00 

l 
emeriksa Oolongan [I] 
Anggota Tien/Staf Orang/ hani Rp 210.000.00 

r Pemeniksa Golongan IL 
- 

3 



I 235000,00 

ziooo.ool 

ml t [orang 

• 
/tn 

' t •••n"I/ - 
dan felon Int GolonganIv 

Elon IHI Golongan I [Orang/ hart 

Fung sonal Goh mg n! [Orang 
Ee loin Iv Golongan [ [Orang/ hari 
ungsional Golorgan l 

Lan4ut eomended 

erenika euangat 

rnal Pererintah (APIP 

- -- 

,  au fer.eh 

- - 
g Pemanta an pie.la 

peeneniks.an Lean 

Apart Pergawasan In 

I 

I 

PNS Non Struktural 
Golongan Ill 

PNS Non Suruketural 

1oions! 

I 


